DAFTAR PUSTAKA

Buku :
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2001)

Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta:
Pustaka Baru Press, 2022)

Abintoro Prakoso, Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis dan
Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim
(Surabaya: Laksbang Justitia, 2015)

C.S.T Kansil, et.al, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2006)

Dominggus Maurits Luitnan, Hukum Acara Peradilan Etika Advokat
Indonesia, (Jakarta: Bentara Komunika, 2021)

E.Y Kanter, Etika Profesi Hukum:Sebuah Pendekatan Sosio-Religius
(Jakarta: Storia Grafika, 2001)

Henry .P. Pangabean, Tanggung Jawab Etika Profesi Hukum (Tangerang:
Universitas Pelita Harapan, 2009)

Jefry Tarantang, Buku Ajar Etika Profesi Advokat, (Yogyakarta: K-Media,
2021)

Munir Fuady, Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa,
Advokat, Notaris,Kurator, dan Pengurus, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2005)

Mardhani, Etika Profesi Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Rahmat Ramadhani, Hukum & Etika Profesi Hukum (Rahmat Ramadhani,
Hukum & Etika Profesi Hukum, (Perpustakaan Nasional: PT.
Bunda Media Grup, 2020)

Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006)

Suhrawardi. K.Lubis Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mengagas Peradilan Etik di Indonesia
(Jakarta :Komisi Yudisial, 2015)

Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum (Yogyakarta: Genta
Press, 2016)

Tarmizi, Kode Etik Profesi Tentang Hukum:Polisi,Hakim,Jaksa,
Advokat/Penasehat Hukum,Pegawai Pemasyarakatan, Notaris,
KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Jurusita,
Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara (Jakarta: Sinar Grafika,
2019)

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

89



Jurnal/SKkripsi :

Agus Pramono ““Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam
Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum”, DiH
Jurnal llmu Hukum, Vol. 12, No.24 Agustus 2016. 1-13. DOI:
https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2242

Devi Mardiana dan Puti Priyana, “Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap
Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia”,
Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani ,Vol. 12 No.1 Mei 2022 hal.
81. DOI : http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i1.3077

David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi
Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Nusantara: Jurnal
IImu Pengetahuan Sosial Vol.8, No. 8 (2021): 2463-2478 DOI:
http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Mumuh M Rozi, “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem
Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 Tentang Advokat,” Jurnal Mimbar Justitia Vol.1 No.
2, (2015) hal. 641 DOI : https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44

Angeline Hutagalung “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik
Notaris Oleh Dewan Kehormatan Dan Majelis Pengawas Di Kota
Depok Dalam Kaitannya Dengan Pembatasan Pembuatan Akta
Yang Melebihi 20 Per Hari”. Masters thesis, Tangerang: Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021

Fransiscust Henricho, “Efektivitas Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran Kode
Etik Oleh Advokat”. Thesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

Vanesia Ciayadi Kwang, “Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dalam
Melakukan Promosi Produk Secara Menyesatkan Melalui Media
Sosial”. Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4282)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214)

Peraturan Pemerintan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan

90



Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
98)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017
tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing
serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma
Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum. (Berita Negara
Republik Indonesia N0.1670, Tahun 2017)

Website/Internet

Detik News, “Awasi Perilaku Advokat, PERADI Lantik Komisi Pengawas-
Dewan Kehormatan Baru ™ . https:/news .detik.com/berita-jawa -
barat/d-5352682/awasi-perilaku-advokat-peradi-lantik-komisi-pengawas-
dewan-kehormatan-baru, diakses pada 29 September 2022

Nusa Bali.com, “Langgar Etik, Peradi Pecat Pengacara Senior Juga Disanksi
Pemberhentian Tetap sebagai Pengacara”. https:/ www.nusa
bali.com/b erita/98917/langgar-etik-peradi-pecat-pengacara-senior,
diakses pada tanggal 19 September 2022.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), “Peraturan Komwas No.l Tahun
2021, https://peradi.org/post/peraturan-komwas-no-1-20216489,
diakses pada tanggal 25 September 2022

Perhimpunan = Advokat Indonesia (PERADI), “Sejarah PERADI”.
https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1 diakses pada tanggal
22 September 2022

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), “Pembukaan Kode Etik Advokat
Indonesia”. https://peradi.org/post/kode-etik-advokat-indonesia0280,
diakses pada tanggal 28 September 2022

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), “Peraturan Komisi Pengawasan
Advokat (Komwas) No.1/2021”. https:/peradi.org/post/peraturan-
komwas-no-1-20216489, diakses pada 29 September 2022

Perhimpunan Advokat Indonesia, “Sejarah PERADI”. https : //www . peradi .
or.id/index. php/ profil/ detail/1 , diakses pada tanggal 15 November
2022

Kamus
Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud,
2016). https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/julukan

91



Wawancara

Hasil wawancara dengan Syarudin Betay S.H, Hakim Anggota Majelis Hakim
Dewan Kehormatan Daerah DPC PERADI Tangerang, kantor Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Tangerang, Tanggal 24 Oktober 2022,
Pukul 10.00 wib

Hasil wawancara dengan narasumber kedua yakni Arbanigo Colia,
SH.,CCL.,CLA, praktisi Advokat, kantor hukum Arbanigo.S. Colia &
Partners Tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 8.40 wib.

92



